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Menimbang

babwa berdasackan Peratuan Pemeriniah Nonwor 20 Tabun 1997 sentang Retribusi
Dacrah sebagai pelaksanaan Undang - Undeng Nemer 18 Tahum 1997 lentapg Pajak
Daeruh dan Retribust Dacroh, Peruntukan lanah perfu 1oendapat t2n dari Bupah stbagal
upsyd penataan wilbyuh yang sclares dengan rencana pengombangan dap pembanglnan
dalam pemanfsatan [2han 3ehingga dapat menunjang pembhngunan .

bahwa dengan dundangkaisnya Undang - Undang Nomor 22 Tehun 1999 sentang
Pemennhan Dacrah don Kepuiusat Presiden Republik Indonesia Nemor 44 Tahun 1999
ientang Tekmk Penybswnan Perundang - Undengan dan beotuk Rancangan Undang -
i ndang, Kencehgan Peraturan Pemerinial, Rancanpan keputusan Presiden dipandang
perlu. melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Permutzn Daerah Kabupaten

Asahan;

. bahwa izin sebagaimana dimakspd pada hurul “o* diatas, dipung ub retribusi.

batwa sshubungan déngan perlimbangan pnda huruf "a® dan "B dalas dipndang perlu
ditctapkan dalam suatu Peraturan Dacrah,

Mengingal

L

Undang - Undang Nomor 7 Tehun 1956 temang Pembeniisan Dacrah  Otonom

Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkengan Deerah Proginsi Sumatera Warn  (
Lembaran Daerah Republik Indonesiz Tehun 1956 Nomor 58) ; :



2.Undang - Undang Nomor 8 Tzhun 193] Jentang Hukum Acera Pldma {[embaran
Negara Republk Indonesia Tahun 1974 Nemor 38, Tambahan Lembusran Negoea

Republik Indonesia Nomor: 3037);

3. Undang - Undang Nomoe 18 Tahun 1997 tentang Pajak Laersh dan Relribusi Dacrah {
Lembaran Megare Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4f | Tambshan Lemberan

Negara Republik Indanesia Nomor : 3685);

4. Undzng - Undang Nemor 22 Tahun 199%1cmanyg Pemerintahan Dnerah { Lemboran
MWegara Republi k Indonesia Tahua 1999 Nomor 60 ) ;

5. Poratwran Penterintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Rettibusi Daerah { Lombaran
Negara Repubkk Indonesia Tahur 1997 Nomeor 55 |, Tambaban [embaran Nogarmn

Republik Indonesia Nomor 3692)

& Kepulusan Presiden Repubbk  indonessa Nomor 44 Tahun 1999 sencang  Toknk
Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan dan Bentuk Rancangan Perundang -
Undang, Rancangan Peratwan Pemenntah dan Rancangan Kepuiusan ,

7. Peraturan Menten Dalan Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pepawal Negeri
Sipil dilingkungan Pemennfah Da crah;

8 Keputusan Mentert Dalam Negen Nemor 84 Tahun 1993 tewntang Bentik Peraturan
Oacraly dan Perawran Daerah Merubahm:

9. Peraturan Menteri Dnlam Negeri Momor 171 Tahun 1997 ,tentang Prosedur Pengesahan
Perawuran Dacrah tentang Pajak Dacrsh den Rewrbusi Dacrah

0. Keputusan Menten Dalam MNegeri Nomor 174 Tahun 1997 lenteng Pedoman Tata Cara
Pemungutan Retribusi Dacrah

L. Kepusen Menteri Dalam Negen Nemnor 175 Tabun 1997 wolang Tala Cars
Perneriksann o Bidang Retnibusi Dacrah;

12 Perapran Dawzh Kabupaten Daemb Tingkat || Asshan Nomor 7 Tohun 1938 tentang
ketentuan Penyidik atns Pelanggarnn Pernturan Dacrah { Lembaran Daersh Tabun 1989

MNamor § seriD ),

Dengan Persctujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAR KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 09 /SK/DPRD /2000

MEMUTUSKAN

Menciapkan

PERATURAN DAECRAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
FERATURAN DAEARH NOMOR 25 TANUN 1998 TENTANG RETRIBUSI 121N
PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH DI DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT 0 ASAHAN



BaB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah in yang dimak sud dengan

Deceah adalaly Knbupalen Asahan

Pemenintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupalen Asahan
Repaln Dacrah Kabupaten adalah Bupati

Wilsyah Dacreh adalah Wilayah Kabupaten Agahan

Dinas Pendapnian Daerah adalah Dwnas Pendapatan Dacrah Kabupaten
Asa han

Kantor Pertanabnan adalzsh Kantor Pertananan Kabupaten Asahan
Kus Dacrah adalph Kas Deerak Kabupgicn Asahen

1zin Perumukan Pcnggunasn Tansh  adalah  pemberian  izn  atas
penggunasn lanah kepada orang dan atse bedan hukem yang ekan
menggunakan lanah dikaitkan dengan Roncans Umum Taa Ruang Kols.

Pejabar adalah Pepawai yang dideri twgac ienentu d bidang Retribusi
Caerah yang sesudl dengan Perdlucan Perundang - Undangan yang

berlaky.

Retnbusi adalsh yang selanjumys disebut retrbusi adesish punguisn
scbogai pembaymran 31as jasa alau penbenan izin (ckeniu yang  khusus
disedinkan dén alau dibetikan olch Pemerintah Dacrah uniuk kepenlingan
otang prbadi dan atau badan hukum. :

Perigtnan 1ertents adalah kegiatan tetent: Pemerintsh Daeah  dalam
rangkt pembenan izin kepada omng dm atas baden hukum yang
dimaksud untuk pembinean, pengaturan, pengen dalian dan pengawassn
kegt a1an, permanfisslan rudng, penggunasn sumber daya alam, banang,
prasarang, saran atau fasilitas fertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestanan kngk nngan.

Surat Kctcltapan Retribusi Daersh untuk sclanpstnya disingkal SXRD
adalah Kepulusen yang menentukan beswrya jurdieh retnbusi terutang.

Masa Retnbusi adalah sualu jengka waktu lerientu yeng merupakan batas
wakiu bagi wajib Retribuyi wntuk memanfamksn @sa dan penizinan
terteniu dari Permerintah Dacrah.

Sursi Setoran Retribusi Daerah uniuk selanjutn ya disingkat SSRD adalah
Surat yang diganaken olch wajib Retnbusi unik mclakukan pembayaran
aau penyctoran relribusi yang teeuteny ke Kas Dacrah atau lempe loin
yang ditctapkan olch Kepala Diasrah



o Surat Tagihan Retribusi Dacrah untuk selanjutnya disingikat STRD rdalah
Spret untuk melnkukan agihan Rewribusi stw sanksi administrasi berupa

bunga dan aweu denda.

o Wajib Retribusi adaiab orang Pribadi steu Ondan yang menggunskan alau
menikmali pelayanan jasn usaha yang bersangkutan.

¢ Pemeriksa adalah serangkaian kegintan patuk nieneats, mengum pulkan
dan mengeotoln daa don  alaw  keilcrangan  dminnya  dalam  mngka

ocngawasan  kepaluhan  pemenuhmn  kewajiban  reiribusi  berdasarkan
peraturan Perundang - Uindangan Retribus),

1 Penyidik tindak pidana dibidang reinbusi adaslah serangkaian tlindakan
yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sepil, untuk mencar: serta

mengumpuikan bukti yang dengan buky itu membuat jelas tindak pidana
dibidang Retribus yang terjadi scrta menemukan tersangka. ;

BARB 1
PERIZINAM
Pasal 2

(1}5315@ orang pribadi dan aey badan hukum yang akan memanfiaatkan
paruntukan penggunaan tanah  harus mendapatksn @in dari Kepala

Dacralx.

(2} lzin sebagannana dimaksud ayat (1) pessl ini berfaku sclama 5( lima )
tabun

{3) Tata cara pengojuen izin scbagaimana dimaksud ayet (2} pasal ini
ditctapkan oleh Kepala Dacvah.
BAB I
NAMA, OBJEK A SUBJEK DAN WAJNB RETRIBUSI
Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Peruntukan Tansh dipungut Retribusi.

Pasal 4
Objek Retribusi sdalah selisp pemberi an izin peruntukan penggunang tanah
kepada orang pribadi dan atau badan huk um.

Pasal 5

(1) Subjek Rewibusi adalab orang Pnbadi da atsu badan hukums  yang
memperoleh izin perunzkan penggunaan tanah,



~

{(2)Wajik Relribusi adalah orong prnbadi dm atou badan hukum  yang
menurul Peraturfn Perundang - Uedangan retribusi diwajibkan unhk
melakukan pombayaran  rewibusi |, lemmasuk pemungulan Atsu
pemotongan retnlyus: terientu

Babl W
GOLONGAN RETRIBLSI
' Paszl &

Retribusi peruntukan penggunazn fanah dalam Kabupaten Asahan termasuk
golengan retnbusi perizinan terlienty.

BABR Vi
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUMNAAN JASA
Pasal 7
Tingkat penggunaan psa Retrbusi penzinan terientu sebogaimana dimaksud

2 diatur berdasarkan lokasi, las i1anah yang dimanfaatkan | jenis /
khasifiknsi usaha dan janghn wwalde,

BAD v

PRINSIP PENE TAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUS!

Pasal 8
Prinsip penclapan il tetribusi peruntukan penggunpan tanah didasarkan
utuk menutupi biaya penvelenggaraan jzin yang terdivi biays adminiatrasi,

pelayznan, pengawasan , pengendalian |, pencgekan hukum . dan biaya
pemibinaan.

Pwsal 9

Besamye tarif cetribusi dilclapkan Rp. 1000 (serbu rupish} untek setiap 1
{satu) Hektar (10000,- MJ) tanah.

BAB X
wiLAYAH PR MUNGUTAN RETRIBLS]
Pasal 10

Wilayah pcj‘uullghlian Retribus! adatah Wilaysh Kabupaten Asahan.



EBAB X
TATA CTARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI
Pazal I1i

Pemungulan Reinbust tdak dapat dialibkan  kepada Pihak ketgn /
diborangkan,

Puasal 12

{1} Retribusi dipungut dengan mengg unakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Dalam hal wajib retrebusi lententu lidak dapat membayar tctap pada
waktunya atsu kureng dibayar | dikenakan sapksi administrasi berupa
bunga scbesar 2 % (dus persen) setisp bulan dan retribusi yang terutang
yang tidak atau kurang dibayar dan dilzgih dengan memnggunakan Sural

Tagihan Retebusi Dacrah.
Pasal 13

{1y Berdasarkan FTRD dengan menerbilkan SKRD

(2) Dalam hal PYRD udak dipenubi och wapp Reribusi sebagaimana
mestinya, maka diterbitkan SKRD secarn jabalan

{3) Bentuk dan isi SKRD sebagamana dimaksud ayat (2} pasal ini ditetapkan
oleh Kepaln Dacrah
Pasnl 4
Apabils berdasarkan hasil pemerksaan ditemuksn dats bau dan ataw dala

yang scrmula belum terungkap yahg menycbabkan penambahan jumlah
retribusi yang lerutang moka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAR X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13
(1) Pembayaran retribusi harus ditakukan secara tuna)/ lunas.

(2) Kepala Dacrah atan Pcjabal yang dituri juk dapat memberikan zin kepada
wajib retribusi untuk RCHgangsur retribusi yang terulang dalam kurun
wakiu tertentu dengan alasan yang dapsi dipertanggung jawabkan,

(3} Tata cara penbayaran relyibusi scbagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini
ditctapkan olch Kepala Daerah

L]



Pasal 16

Pembayaimn Relribusi Dacrah dilakukon & Kas Dacrah alau ditempal fan
yang dilunjuk scsuas waktu yang dilenluhan dengan mernpgunakan KRD|
KRD secara jabatan dm KRD tambahan.

Pasal 17

(NPembayaran rctnbusi sebagaimena dic.aksud Pasal 16 ayst (1) Perawran
* Daerah int dibernkan tanda bubt pembayaien.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pencrimaan.

(3) Benwk, i, kwalitas, ukuran buku dan tanda bukx pembayaran dan buku
penerimaan reiribusi scbagaimane dimaksud ayat (1) dan (2) pasal
ditetapkan ofch Kepala Deerah

BAB Xl
TATA CARA PENAGIHANM REIRIBUS!
Pasal 18

{ipPengeluatan sursl eguran/penngatan’ surat lin yang »cpenn schagai awal
tindaksn peloksanaan penagihan reinbus: dikeluarkan Segera seielah 7

{tujub) heri acink soaf jniub 1empo pembayeran,

(2) Dalam jangka wakie 7 {Wijuh) hari Seielah tanggsi surpt 1eguran /
penngstan / sural lam yang $¢joms, wagib retnbutinya yang teruiang

(3) Sural Teguran scbagaimana dimaksud ayst {1) passl im dikelumrkan olth
Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 19

Bemuk - bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanasn penaghan
retribusi daeral scbagaimana dimaksud pasal 13 ayal {}) dictapkan Kepals

Paerah.

BAB Xl

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Fazazl 20

{1)Kepala Dacrah dapal memberikan pengurangan, keringanan, pembcbasan
besarnya reribusi



{Z) Tata ctr.l pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribust
scbagaimana dimakaud ayet (1) pasat im diletapkan Kepala Dacrah.

BaB Xiv

TATA CARA PEMBL TULAN, PENGURANGAN KETETAPAN
PENGHAPLUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASIDAN PEMBATALAN

Pasal 21

(1Y Wajib Rewribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan
STRD wang dalam penerbitannya ierdapel kesalahan fulis |, kesalahan
hilung dan wisu kckelirvan dalam pencraspan permuran Perundang -
Undangan Retribusi Daerah

{(2}Wa;ib Reinbusi dapal mengajukan permoehonar | pengurangan arw
perghapusan sanksi administrasi berupa bungan dan kenaikan retribusi
yahg icrutang dalam hal sanksi resebut dikenskan karena kehila pan
Wajib Retribusi aleu bukan larena kesale hanmya.

(3 Wajib Rewnibusi dapat mengajukan permohonan  pengurangan  Msu
permbatalan ketelapan retribusi vang tdak benar.

{4) Permohonan pembetulan scbagmmana dimaksud ayat (1) passl i,
pengurangan  kclelapan | penghapusan  slav  pengursngan  Sanksi
administrasi sebagaimans dmaksud aysl (2) pasal ni den pembaialan
schaguimane  dimneksud pyst (3 pasal i barus disam paikan sccara
terulis oleh wajib reiribum kepada Kepala Daersh s Pejabat yang
ditunjuk paling lamia 30 {lign pulvh) had semk tanggal diterima KRD dan
STRD dengan memberiken alasan ysny jdas dan meyakinkan uwniwk
mendukung permohonannys.

(5)Keputusan atss permchonan scbapsimars dimaksud sysl (2) pasal im,
dikelusrkan oleh Kepala Daerah sisu pepbat yang ditunjuk pabng wms 2
(tiga) bulan 3ejk surat permohonan dierims.

(6) Apabila sudsh lewatl 3{ 1gn ) bulan sebagumans dimaksud ayat{1},{2)
dan ayal (5) pasat ini, Kepala Dacrah stmu Pejabal yang ditunjuk $dak
membenkan  keputusan | maka  parmeohonen  pembeislan mew
pEngurangan  Keétetapan  penghapusan slu PENgUMnGEn  sanksi
administrasi dan peribatalan d.ainggep dikabulkan.

BAB Xilf
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 22

(1} Wajib Retribusi dapal mengajukan permohonan keberatan atss SKRD
dan STRD.



L

{2) Petmohonsh kebermian scboguimana dimsksud ayat (1) pasal ini harus
disampeiksn secera tegulis kepada Kepala Deeah stau Pepbal yang
ditunjuk datam jangka waktu paling lame 6 (cham) bulsn sejak 1anggal
SKRD dm STRD.

(3yPengajuan keberaian tidsk menunda pembayaran |

{4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayal (1) dan (2) pasal ini
harus diputuskan oich Kopala Dwersh sisu Pejabal yang ditun juk dalam
jangka waktu paling lama 6 (cnam) bulan sejak tanggal surst permohonan
keberatnn ditenima.

BAZ XIV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Fasal &8

{DWayb retribusi harus mengajukan permohonsm secarm tertulis Kepada
Kepela Daersh untuk perhitungan pengs mbalan pembaysran retribusi .

{2)Atas dasar penmmohonan s¢bagaimana dimaksud ayst (I} pasel ¥ Mas
kelebihan pembayarsn reiribusi dapst diperhitungkan terlebih dahulu
dengan ueng retribusi yang telah dibaymkan.

(3) Ates permohondn scbagaimena dimaksud ayat {2) passl ini yang berhak
alms  kelebihan  pembaymran tersebat  dapat  diperhitungkan  dengan
pembaysran reinbust selanjutnyd

Pasal 24

(1yDatam ha kelebihan pembayaran ceinbusi yang lersisa dilakukan
perhitungan  scbagaimana dimaksud paspl 24 Perawean Daersh imj,
diterbitkan KRDLB vang paling lambet 2 (dua) bulan sejak diterimanya
permohonan penyermbali an kelebihan pembayaran retribusi,

{2) Kelebihon pembayaran reiribusi sebagaimana dimaksud ays (1) pasd ini
dikembgilkin kepada wajio reribusi paling lams 2 (dua) bulan semk
ditenmanya XRDLB.

(3} Pengambilan kelcbihan poinbayaran remribusi dilakuakn seielah fewm 2
(duw) bulen scjek  diterbilkannya  alas  keterlambaian  pembayaran

kelebihan reiribusi,
Pasal 25
(1} Pengambilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Persturan

Pemerintah Dagrah ini dilakuvkan dsngan menerbitkan Surat Perintah
membayar kelebihan relribusi.



e

{2) Alas perhitungan sebagaimana dimaksud pesal H Peratwran Daersh ini
diterbitkan bukii pemiodah bukvan yang berlaku juga sebagai bukti

pembayaran.

BAD XV
TNST ANSI PEMUNGUT
Pascl 26

instans) Pemungut diciapken oleh Kepalo Daersh Kabupaten.

BRAE XVI
PEMBINAAN / PENGAWASAN
Pagal 27

Pembinaan / Pengawasan uniuk pelaksansaan Persluran  Daerah i
dilakukan okl Bupali Kepala Dacrab atay Pejabat yang diunjuk

0AB  Xvii
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

{1) Barang sipa melanggar kelentuan delam Pe n Dacrah iy, dancam
pidana kwruagen paling lsma 6 (enam ) buian alay r.lmdl paling banyak
Rp 3000 000.- (lima juln rupﬂh)

{2) Tmdak Pidana sebagaimana dimaksyd aya! (1) pasal im  adalah
peisnggaran.

RAD  XVill
PENYIDIKAN

Pasal 29
{1} Pejsbat Pegawai Negen Sipil ecieniu dil) g Pemeninlah Dasersh
dberi wewenang khusus schagai m‘mdlt an penyididan
tindak pidena dibidang Perpajakan Daera uman dimaksud dalam
Urdang-ungong Nomor 08 Tohun 1981 1mlu1 H ﬁkumln Acars Pidana.

{2) Wewenang Penyidik s¢bagaimana dlrn'ksud pada y ;ﬂ {1} adalah:




()

Menenima |, mencan . mengumpulkan dan menefiti keterangan etdu
laporan bedkanaan dengan tindak pidana dibidang perpejakan Daersh
agy keicrangan asu Japoran terseint menjach  Jebwh lengkap dan

jelas,

- Menelih, mencari dan mangumpulkan keterangan mengenai arang

pribadi stan badan tentang kebenapan perbustan yang  dilakukan
schubungan denpan tlindak pidanu  dibidang perpejakan  Dactah
1ericrdy,

Menceima keterangan dan badan bukti dari orang pribadi atau badan
schubungan dengan findak padana dili dang perpajakan Daersh.

hemeriksa buku-buku |, catalan ~cata tan dan dokumen-dokumen buku
perpajakan Dacrh

Melakukan pengeledahan untuk  mendapatkan bahan-bshan buki
pembukuan, pencatan, den dokumen dokumen buku serta melakukan
penyitaan terhadap behan bukti erse but

Meminta bamuan gnaga ahh dalam  rangka  pelaksanasan  kgas
ponvidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daersh.

Menyuruh berhenti, melarang seseoang meninggalkan ruangan aim
lempat pada sast pemenksaan sedang bedangsung den memeriksa
identitas orang atau dokuinen yamy dibswa sebegaimans dirnaksud
huruf’ "d",

.. Memotret sesecommng yang berkatan dengan undak pidina perpajikun

Dacrah.

Memanggil orang umuk didengar kelersngonnya dan diperiksa
sebagai torsangka atau saksi

Menghentikan penysdikan,

. Melakukan tindaksn lam yang periu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidanz dibidang perpajkan Dacrah menurut hukum yang dapel
dipcrianggung jawabkan.

Penyidikan sebapaimana dimaksud peda mymt (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampeikan hasl penyidikan kepada
Penuntut Umum, sexusi dengan kelentuan yang distur dalwn Undang-
undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlekunye Pergiuran Daersh ini, maka Peraturan Daerah MNomor 25
Tahun 1998 tenang Retribusi Perunivksn Penggunaan Tanah dinyatskan
dicabul dan tidek beriaku lagi.



Pasal 31

Hal-hal yeng belum diatur dalam Peraturan Dacmh ini sepanjang mepgenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut okeh Kepeia Dacrah.

Pasal 32
Peralusan Dacrah im beslaku pada tanggal diundangkan .
Agar  setiap omng dapal mengetalwinya, memerniahkan pengundangsn

Peraturan Dserad im dengan pencmpatainya dalem Lembaran Daerah
Kabupaten Asahan.

Disahkap d Kisaran,
Pada 1angpel 10 Mei 2000

BUPAT! ASAHAN

Cap/dio
RISUDDIN

Diundapgkan i Kisatan
Pada wanggat 11 Mei 2000

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TARUN X000 NOMOR #
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